
 

 
 

 

NOMOR :

 

PEMILIHAN BUPATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

Menimbang  :

  
Mengingat :

 
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PUNCAK JAYA

 
OMOR : 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/

 
TENTANG 

PENETAPAN PASANGAN CALON 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN 2017 
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

: a. bahwa untuk melaksanakan
j dan Pasal 52 ayat (2) Undang
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota menjadi Undang
telah diubah beberapa kali terakhir
Undang Nomor 10 Tahun 201

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat 
(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir
Komisi Pemilihan Umum Nomor 

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a
huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten
Penetapan Pasangan Calon
dan Wakil Bupati Kabupaten
2017; 

  
: 1. Undang-Undang Nomor 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 173, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 

SALINAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA 

030.434166/TAHUN 2016 

 PESERTA 
KABUPATEN PUNCAK JAYA 

KABUPATEN PUNCAK JAYA, 

melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana 

beberapa kali terakhir dengan Undang-
Tahun 2016; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat 
(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

5 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016; 

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan 
huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

abupaten Puncak Jaya tentang 
Calon Peserta Pemilihan Bupati 

Kabupaten Puncak Jaya Tahun 

 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 173, TambahanLembaran Negara Republik 

sebagaimana telah diubah 
Undang Nomor 5 Tahun 2000 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4806); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 1 tahun 2010; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi 
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan 
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373); 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1353); 

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya No 31/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil 
Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak 
Jaya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya 
Tahun 2014; 

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya No  32/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2014 tentang Penetapan 
Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon 
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Puncak Jaya Tahun 2014; 

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor  5/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Puncak Jaya Nomor  37/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016; 

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak 
Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan 
Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, 
Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas 
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 
Jaya Tahun 2017; 

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor  14/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Besaran 
Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon 
Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 
Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017; 

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil 
Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum 
Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat 
Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 
Jaya Tahun 2017; 

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor  16/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil 
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk 
Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 
2017; 

22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis 
Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Puncak Jaya Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016; 

   
Memperhatikan  : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi 

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan 
Calon sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model 
BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK serta 
Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan 
Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan 
Persyaratan Calon sebagaimana dituangkan dalam 
Formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran 
Model BA.HP Perbaikan-KWK;  

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 45/BA/KPU-Kab-
030.434166/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang 
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 
2017; 

   
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON 
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017. 

KESATU  : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 atas 
nama : 

1. Sdr. Drs. HENOK IBO sebagai calon Bupati dan Sdr. 
RINUS TELENGGEN sebagai calon Wakil Bupati. 

2. Sdr. YUSTUS WONDA, S.Sos., M.Si. sebagai calon 
Bupati dan Sdr. KIRENIUS TELENGGEN, S.Th., M.CE. 
sebagai calon Wakil Bupati. 

3. Sdr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., M.M. sebagai calon 
Bupati dan Sdr. DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. sebagai 
calon Wakil Bupati. 

KEDUA  : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai 
bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati. 



 

KETIGA  :

KEEMPAT :

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Sekretaris, 
 
 
 
 
Martinus S. Ulukyanan
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: Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, 
diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya dalam rapat pleno terbuka di kantor Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten 
melalui website dan papan pengumuman Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Puncak Jaya. 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

  

 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Pimpinan Partai Politik
Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten 
Puncak Jaya yang mengusulkan Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
 ditetapkan di 

pada tanggal
 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PUNCAK JAYA 

Martinus S. Ulukyanan 

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, 
diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

dalam rapat pleno terbuka di kantor Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan/atau 

dan papan pengumuman Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Puncak Jaya.  

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Dewan 
Pimpinan Partai Politik/Dewan Pimpinan 

abungan Partai Politik Tingkat Kabupaten 
yang mengusulkan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

itetapkan di  : Mulia 
tanggal : 24 Oktober 2016 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PUNCAK JAYA, 

 
ttd. 

 
JENNIFER DARLING TABUNI 


